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ABSTRAK 

Studi penelitian ini meneliti bagaimana penerapan Pasal 272 dari Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Electronic Traffic Law Enforcement atau Penerapan Hukum Lalu Lintas 

Elektronik (ETLE) mempengaruhi kesadaran hukum lalu lintas masyarakat di Kabupaten Pacitan. 

Selain itu, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki upaya Unit Lalu Lintas 

Polres Pacitan dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas serta hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan sistem ETLE. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Unit Lalu Lintas Kepolisian 

Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas mencakup perbaikan kualitas 

situs ETLE, penempatan petugas di lokasi yang rawan pelanggaran, sosialisasi masyarakat, dan 

pengujian sistem sebelum penerapan ETLE secara penuh di Kabupaten Pacitan. Namun, ada 

beberapa hambatan yang menghalangi penerapan sistem ETLE. Ini termasuk kesadaran yang tidak 

merata, kekurangan sumber daya manusia, kesalahan data, dan prosedur penyelesaian pelanggaran 

elektronik yang masih dianggap rumit. Selain itu, ada kendaraan yang memiliki plat nomor dari luar 

Provinsi Jawa Timur. 

Kata Kunci: ETLE, Kesadaran Hukum, Lalu Lintas 

 

ABSTRACK 

This study looks at how the community's awareness of traffic laws in Pacitan Regency is 

impacted by the implementation of Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE). The efforts of the Pacitan Police's Traffic Unit to increase public 

awareness of traffic laws and the challenges faced during the ETLE system's deployment are also 

examined in this study using a qualitative methodology. Data was gathered through documentation, 

interviews, and observation. According to the research findings, the Pacitan District Police's Traffic 

Unit works to raise awareness of traffic laws by improving the ETLE site's quality, stationing 

officers in high-violence areas, conducting community outreach, and testing the system prior to the 

full implementation of ETLE in the Pacitan District. However, the ETLE system's deployment is 

hampered by a number of issues. This includes disparities in awareness, a shortage of human 

resources, inaccurate data, and still-complex computerised violation resolution processes. 

Furthermore, some cars have licence plates from regions other than East Java Province. 

Keyword: ETLE, Legal Awareness, Traffic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 

dengan hukum yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya, 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Negara hukum terdiri dari tiga komponen: 1. Perlindungan hak asasi 

manusia berdasarkan ideologi; 2. Setiap tindakan pemerintah yang 

didasarkan pada konstitusi; dan 3. Adanya pembagian kekuasaan sesuai 

dengan pemerintahan masing-masing negara (Theresia Karisoh et al., 2023). 

Mobilitas sosial yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia 

harus diperhatikan. Akibatnya, untuk menjaga hak warga untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah 

harus mengatur hal tersebut sesuai dengan perkembangan. Kebijakan 

tentang electronic traffic law enforcement (ETLE) dibuat oleh pemerintah 

untuk mengatur semua aktivitas lalu lintas di Indonesia. Pemerintah 

menetapkan peraturan untuk menjamin keadilan dan ketertiban bagi semua 

orang (Leonita et al., 2022). 

Sangat penting bagi kebijakan tersebut untuk menerapkan peraturan 

lalu lintas dilakukan guna mengontrol dan memastikan kedisiplinan trafik 

di jalan raya. Masalah tersebut perlu dilakukan tidak hanya untuk menjaga 

pengguna jalan aman dan tertib, tetapi juga untuk membuat lalu lintas lebih 

aman dan tertib. Berdasarkan Kebijakan tentang electronic traffic law 

enforcement (ETLE), yang memiliki hak untuk menegakkan hukum di jalan 

raya adalah tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini adalah polisi. 

Polisi satlantas bertanggung jawab atas turjawali lalu lintas, penyidikan 

kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, dan pendaftaran serta 

identifikasi kendaraan atau pengemudi (Armala & Yasir, 2022). 

Lalu lintas di Pacitan, salah satu daerah di Jawa Timur, sangat padat, 

terutama di pusat kota dan jalur utama antar daerah. Namun, masyarakat 

masih kurang menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. 
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Menurut data dari Unit Laka Polres Pacitan, terjadi 364 kecelakaan lalu 

lintas dari Januari hingga Desember 2024. Sebagian besar kecelakaan ini 

terjadi karena pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm 

standar, tidak membawa SIM, dan melanggar rambu lalu lintas (Laary et al., 

2022).  

Upaya penegakan hukum oleh polisi seringkali terkendala oleh 

keterbatasan personel dan sumber daya sebelum penerapan kebijakan 

ETLE. Meskipun dilakukan secara teratur, operasi manual seperti Zebra 

Operation belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah 

pelanggaran. Selain itu, kekurangan pengawasan real-time dan konsisten 

menyebabkan banyak pengendara merasa "aman" dari tilang(Febriansyah et 

al., 2017). 

Penegakan hukum lalu lintas Kabupaten Pacitan berubah sejak 

ETLE resmi digunakan. Sistem ini memungkinkan kamera CCTV dan 

perangkat mobile untuk merekam pelanggaran secara elektronik. Dengan 

demikian, orang yang melakukan pelanggaran dapat ditilang tanpa harus 

dihentikan secara langsung. Kebijakan ini tidak hanya membuat polisi 

bekerja lebih baik, tetapi juga memiliki efek jera pada mereka yang 

melanggar (Ihdan Maulana et al., 2024). 

Penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan secara bertahap 

menunjukkan manfaat ETLE. Mematuhi rambu lalu lintas, membawa SIM, 

dan menggunakan helm biasa menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. 

Selain itu, ETLE berkontribusi pada inisiatif pemerintah, seperti 

pembatasan kendaraan genap-ganjil dan adaptasi kebiasaan baru setelah 

pandemi. Hal ini membuat ETLE menjadi pilihan strategis untuk 

meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan memberikan kenyamanan dan 

keamanan bagi semua orang yang menggunakan jalan di Kabupaten Pacitan 

(Satria Kelana, 2024).  

Kebijakan ETLE nasional ini merupakan langkah maju yang diambil 

Korlantas Polri untuk mencapai dan mendukung program kerja 100 hari 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju polisi yang presisi-prediktif, 

responsif dan transparan, adil, tegas, dan transparan. Menurut evaluasi, 
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sistem ETLE memiliki kemampuan untuk memberikan efek detterence atau 

gentar dan berfungsi sebagai triage untuk mendukung program pemerintah 

seperti pembatasan kendaraan genap dan ganjil serta new normal (Hasibuan, 

2022).  

ETLE juga merupakan perwujudan dari supremasi hukum dan upaya 

Indonesia dalam membentuk smart city. Selain itu, ETLE nasional juga 

menjadi program yang luar biasa untuk Korlantas Polri. Hal ini karena 

ETLE nasional mengintegrasikan ETLE untuk semua departemen 

kepolisian di Indonesia dengan data yang besar dari Korlantas Polri, yang 

mencakup data ERI nasional, basis data SIM, pelanggaran elektronik, TAR, 

dan E-Turjawali. Oleh karena itu, setiap polisi di Indonesia dapat 

mengambil tindakan terhadap plat nomor kendaraan di luar wilayah mereka 

atau antar wilayah (Bagus Priyo Sambodo, 2021).  

Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022, Polres Pacitan 

mulai memberlakukan Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) 

sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas. ETLE yang berlaku di Polres Pacitan adalah ETLE 

Mobile dan Statis. Kapolres Pacitan yang menjabat pada saat itu, AKBP 

Wiwit Ari Wibisono, mengatakan bahwa program penertiban lalu lintas 

melalui Operasi Patuh 2022 tersebut menyasar kepada sejumlah 

pelanggaran yang akan dikenai sanksi tilang menggunakan sistem tilang 

elektronik. Pihak kepolisian memberlakukan tilang elektronik tersebut 

dengan harapan dapat membuat pengendara lebih tertib dalam berlalu lintas. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

TENTANG ELECTRONIC TRAFFIC LAW 

ENFORCEMENT (ETLE) DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI 

KABUPATEN PACITAN”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang electronic traffic 

law enforcement (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran 

berlalu lintas di Kabupaten Pacitan? 

2. Apa yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lalu 

lintas di Kabupaten Pacitan? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Pacitan dalam 

pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi 

masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten 

Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) bagi masyarakat Kabupaten 

Pacitan terhadap kesadaran hukum berlalu lintas 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh 

Satlantas Polres Pacitan dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu 

lintas di kalangan masyarakat di Kabupaten Pacitan. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan ataupun kendala yang 

dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam menerapkan 

Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik atau Electronic Traffic 

Law Enforcement (ETLE) bagi masyarakat terkait kesadaran hukum 

lalu lintas di Kabupaten Pacitan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca, yaitu tambahan wawasan bagi perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dalam hal implementasi kebijakan tentang 

electronic traffic law enforcement (ETLE) dalam upaya 

meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kabupaten pacitan 

b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi sumber 

atau referensi bagi penulisan karya ilmiah pada bidang ilmu 

pemerintahan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Pacitan untuk mengetahui pengaruh dalam kebijakan tentang 

electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap masyarakat 

Kabupaten Pacitan dan untuk meningkatkan efektivitas dalam 

pengimplementasiannya 

b. Bagi Kepolisian Kabupaten Pacitan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi yang dapat digunakan oleh pihak berwajib dalam 

penegakan hukum, dalam hal ini Kepolisian Kabupaten Pacitan, 

untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dan 

hambatan dalam kebijakan tentang electronic traffic law 

enforcement (ETLE) 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan 

terkait Implementasi dari kebijakan tentang electronic traffic 
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law enforcement (ETLE) dan faktor penghambat dalam 

pengimplementasiannya. 

E. Definisi Konsep 

1. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  

Salah satu sistem tata tertib lalu lintas digital, Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) berbeda dengan tilang manual 

karena ETLE memungkinkan pelanggar lalu lintas dikenakan tilang 

tanpa ditangkap langsung oleh petugas. Tujuan dari penghapusan 

tilang manual bersama dengan transformasi sistem penilangan 

menjadi ETLE adalah untuk mengurangi interaksi antara petugas 

kepolisian dan pelanggar lalu lintas, sehingga mengurangi jumlah 

pungli yang terjadi. Untuk meningkatkan kesadaran, kamera CCTV 

digunakan untuk merekam, mendeteksi, dan menangkap 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Dengan 

kata lain, ETLE adalah kamera pengawas yang akan merekam 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam 

jangka waktu mendatang, kamera ini akan terhubung langsung ke 

kantor polisi di setiap kota (Setiawan et al., 2022).  

2. Kesadaran Berlalu Lintas 

Kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada membaca atau 

mengetahui undang-undang; tetapi mereka juga harus mengikuti 

undang-undang tersebut tanpa paksaan. Kesadaran hukum lalu lintas 

berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas lalu lintas harus 

mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan lalu lintas. Untuk 

memastikan keselamatan dan keamanan setiap orang yang terlibat 

dalam kegiatan lalu lintas, hal ini sangat penting dilakukan. 

Pengemudi kendaraan bermotor harus mengetahui dan memahami 

peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan bermotor harus 

mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mendaftar untuk 

mendapatkan SIM, pengemudi harus mengetahui dan memahami 

aturan jalan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pengemudi 

kendaraan bermotor untuk tidak mengetahui dan memahami 
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peraturan lalu lintas yang berlaku. ETLE adalah kamera pengawas 

yang merekam pelanggaran lalu lintas pengemudi untuk 

meningkatkan kesadaran (Luiza, 2023). 

3. Lalu Lintas 

Lalu lintas adalah pergerakan orang dan kendaraan di ruang 

lalu lintas jalan, yang terdiri dari jalan dan fasilitas pendukung 

lainnya. Lalu Lintas adalah perjalanan bolak-balik, mobilitas antar 

lokasi, perjalanan di jalan, dan hubungan antar lokasi. Tapi lalu 

lintas, menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, adalah pergerakan orang 

dan kendaraan di jalan (Sasambe, 2016). Jalan umum adalah sarana 

utama untuk mencapai tujuan lalu lintas (Silaban & Pase, 2021). 

F. Kajian Teori 

1. Teori Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan 

adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor 

yang saling berhubungan. Mereka menyebut enam faktor utama 

yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: standar 

dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi; karakteristik agen 

pelaksana; sikap dan disposisi pelaksana; dan lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik (Syahruddin, 2018).  

Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis dan 

interaktif yang dihasilkan dari interaksi yang kompleks antara 

berbagai aktor dan faktor. Tidak hanya itu, implementasi kebijakan 

bukanlah proses yang sederhana dan linier. Desain kebijakan yang 

baik bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi; ada juga komponen lain seperti aktor, sumber daya, 

komunikasi, dan lingkungan (Widodo, 2012). Model ini membantu 

memahami dan menganalisis implementasi kebijakan dan 

menemukan hambatan dan peluang perbaikan (Permatasari, 2020). 

Pertama, standar dan tujuan kebijakan berarti bahwa tujuan 

yang ingin dicapai melalui kebijakan harus jelas dan konsisten. 
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Sebab memberikan pelaksana arahan yang jelas, kebijakan dengan 

tujuan yang jelas dan terukur cenderung lebih mudah 

diimplementasikan. Tujuan kebijakan ini untuk menerapkan 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lalu lintas, 

mengurangi pelanggaran, dan mengurangi jumlah kecelakaan. 

Kejelasan tujuan ini memudahkan aparat kepolisian dalam 

menjalankan tugasnya. 

Selanjutnya, sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, 

tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan. Implementasi ETLE membutuhkan 

dukungan teknologi seperti perangkat lunak canggih, sistem 

database terintegrasi, dan kamera CCTV. Untuk menjalankan sistem 

ini, juga diperlukan sumber daya manusia yang terlatih. 

Keberhasilan ETLE di Pacitan sangat bergantung pada ketersediaan 

sumber daya tersebut, serta dukungan finansial dari pemerintah 

daerah dan pusat.  

Ketiga yaitu komunikasi, sangat penting bagi pembuat 

kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk berkomunikasi satu sama 

lain untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami dan diterapkan 

dengan benar. Komunikasi yang efektif mencegah kesalahpahaman 

dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan prosedur 

kebijakan dengan benar. Dalam implementasi ETLE, sosialisasi 

kepada masyarakat tentang cara kerja sistem ini dan pentingnya 

mematuhi peraturan lalu lintas juga menjadi bagian dari proses 

komunikasi. 

Keempat, kompetensi dan kapasitas institusi atau individu 

yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan disebut sebagai 

karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini, sebagai agen pelaksana 

ETLE, kepolisian harus memiliki kemampuan teknis untuk 

mengoperasikan sistem dan secara profesional menangani 

pelanggaran. Untuk memastikan bahwa personel kepolisian 
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melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sangat penting bagi 

mereka untuk menerima pelatihan dan pembinaan.  

Kelima, sikap dan disposisi pelaksana mencakup motivasi 

pelaksana, komitmen, dan persepsi terhadap kebijakan. Jika 

pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung tujuan kebijakan, 

implementasi akan berjalan lebih lancar. Jika mereka menentang 

atau tidak peduli, implementasi dapat terhambat. Dalam konteks 

ETLE, dukungan dan keterlibatan polisi sangat penting untuk 

menjamin bahwa sistem ini berfungsi dengan baik.  

Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga 

berdampak pada implementasi kebijakan. Keberhasilan atau 

kegagalan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh variabel seperti 

kesadaran hukum masyarakat, keadaan ekonomi, dan dukungan 

politik dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ETLE di 

Kabupaten Pacitan sangat bergantung pada dukungan pemerintah 

daerah dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mematuhi 

peraturan lalu lintas.  

Dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan ETLE di Kabupaten Pacitan adalah 

proses yang terdiri dari banyak faktor yang saling berhubungan. 

Selain ketersediaan sumber daya dan teknologi, keberhasilan 

kebijakan ini juga bergantung pada tujuan yang jelas, komunikasi 

yang efektif, kapasitas pelaksana, sikap positif dari aparat, dan 

dukungan sosial dan politik. Teori ini membantu memahami 

bagaimana kebijakan ETLE diterapkan dan menemukan area mana 

yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya 

(Kurniawan et al., 2018). 

2. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, definisi operasional mendefinisikan 

konsep-konsep penting dari teori implementasi kebijakan Van Meter 

dan Van Horn ke dalam indikator yang terukur dan dapat diamati. 

Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi 
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pelaksana, komunikasi antar aktor, sikap para pelaksana, dan 

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah enam faktor utama 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut 

teori ini. 

a) Standar dan Tujuan Kebijakan 

Standar dan tujuan kebijakan didefinisikan 

sebagai kejelasan dan spesifitas rumusan tujuan 

kebijakan serta standar kinerja yang ditetapkan untuk 

mencapainya. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel ini termasuk keberhasilan yang 

spesifik, standar kinerja yang diharapkan dari 

pelaksana, dan dokumen kebijakan yang memuat 

tujuan yang diukur. 

b) Sumber Daya 

Sumber daya didefinisikan sebagai 

ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk 

menerapkan kebijakan, termasuk alokasi anggaran 

untuk implementasi kebijakan, jumlah dan 

kualifikasi personel yang terlibat, serta ketersediaan 

fasilitas dan teknologi pendukung. 

c) Komunikasi 

Efektivitas komunikasi dan koordinasi antara 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 

seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, 

digambarkan dalam komunikasi antar aktor. 

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengukur 

frekuensi dan kualitas komunikasi antar aktor, 

mekanisme koordinasi yang efektif, dan ketersediaan 

saluran komunikasi yang mudah diakses. 

d) Kompetensi dan kapasitas institusi atau individu 

Struktur organisasi, kapasitas manajemen, 

dan budaya kerja organisasi yang bertanggung jawab 
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untuk menerapkan kebijakan adalah karakteristik 

organisasi pelaksana. Indikator yang digunakan 

termasuk kejelasan struktur organisasi dan alur 

komando, kemampuan manajemen dalam 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, 

dan budaya kerja yang mendukung efisiensi dan 

keberhasilan. 

e) Sikap dan disposisi 

Sikap para pelaksana mengacu pada cara para 

pelaksana kebijakan melihat dan berkomitmen 

terhadap tujuan dan proses implementasi kebijakan. 

Tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan 

kebijakan, tingkat motivasi dan komitmen pelaksana 

dalam melaksanakan tugas, dan reaksi pelaksana 

terhadap tantangan dan hambatan adalah beberapa 

indikator yang digunakan. 

f) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang 

dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Variabel ini diukur dengan mempertimbangkan 

stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, 

kondisi sosial masyarakat dan dukungan publik, dan 

stabilitas politik dan dukungan pemerintah. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

karena jenis penelitian ini melihat kualitas hubungan antara berbagai 

kegiatan, situasi, atau sumber yang berbeda. Artinya, penelitian 

kualitatif lebih fokus pada deskripsi yang mendalam, yang dapat 
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menjelaskan secara rinci kegiatan atau situasi yang terjadi daripada 

membandingkan efek beberapa perlakuan atau menjelaskan sikap 

atau perilaku orang (Adil et al., 2023). Setiap fenomena berbeda 

dalam konteksnya. Penelitian kualitatif dapat memahami kondisi 

konteks dengan memberikan gambaran mendalam tentang kondisi 

dalam lingkungan alamiah. Ini menunjukkan apa yang sebenarnya 

terjadi di lapangan penelitian (Rijal Fadli, 2021). 

2. Lokasi Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang 

electronic traffic law enforcement (ETLE) dalam upaya 

meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana penerapan 

ETLE di Pacitan mencerminkan dan memenuhi persyaratan undang-

undang tersebut. Diharapkan penelitian ini akan membantu 

menghasilkan kebijakan dan pendekatan penegakan hukum lalu 

lintas yang lebih baik di Indonesia. Namun, lokasi penelitian dipilih 

oleh peneliti sebagai bagian dari Kepolisian Kabupaten Pacitan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Jika 

peneliti tidak tahu cara mengumpulkan data, mereka tidak akan 

dapat mendapatkan data yang mereka butuhkan. Wawancara, 

observasi, dan dokumentasi adalah tiga teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

a) Wawancara 

Menurut Prasanti (2018), wawancara dilakukan 

untuk menentukan kelengkapan data, serta upaya 

yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat 

dan dari sumber yang tepat. Secara sederhana, 

wawancara adalah peristiwa atau proses interaksi 

antara pewawancara dan individu yang 

diwawancarai melalui tanya jawab tatap muka.  

Studi ini akan menggunakan metode wawancara 
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semi terstruktur. Dalam wawancara yang semi-

terstruktur, peneliti bebas dapat menambahkan 

pertanyaan tambahan asalkan pertanyaan 

sebelumnya sudah terjawab dengan baik. Peneliti 

akan membuat temuan mereka sendiri (Andina, 

2019).Peneliti dapat mendapatkan informasi atau 

penjelasan tentang pelaksanaan implementasi 

kebijakan tentang electronic traffic law enforcement 

(ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran 

berlalu lintas di Kabupaten Pacitan melalui 

wawancara semi terstruktur yang memungkinkan 

peneliti untuk menggali lebih dalam jawaban 

informan penelitian atas setiap pertanyaan yang 

diajukan. Peneliti menggunakan alat rekaman untuk 

membantu penelitian selama wawancara. 

b) Observasi 

Menurut Hasanah (2017), observasi adalah kegiatan 

ilmiah empiris yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja dengan menggunakan panca indera, terutama 

mata, terhadap peristiwa yang terjadi dan dapat 

dianalisis pada saat kejadian, berdasarkan fakta dan 

teks lapangan. Dalam penelitian ini, observasi 

langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk 

mempelajari kondisi lalu lintas Kabupaten Pacitan 

saat menerapkan e-tilang atau ETLE. Catatan adalah 

salah satu jenis observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini (Syafa Wani et al., 2024). Pencatatan 

adalah upaya merekam sesuatu dengan 

menggunakan catatan lapangan. Ini dapat dilakukan 

dengan menulis atau mencatatnya di buku catatan 

kecil atau di buku diary. Jika pengamatan tidak 

disertai dengan catatan, peneiti akan lupa apa yang 
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sedang diamatinya. Kemampuan ingatan peneliti 

berbeda-beda, dan mereka lebih lemah dari yang 

mereka harapkan. Jadi, peneliti akan melakukan 

observasi di Kabupaten Pacitan, lokasi penelitian. 

c) Dokumentasi 

Telaah dokumen, juga dikenal sebagai dokumentasi 

dokumen, adalah metode yang membantu peneliti 

mengumpulkan data atau informasi dengan membaca 

pengumuman, surat, notulen rapat, pernyataan 

tertulis tentang kebijakan tertentu, foto atau gambar 

terkait penelitian, dan bahan tertulis lainnya 

(Kamaria, 2021). Teknik dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang merekam semua pelanggar 

e-tilang pengendara di Kabupaten Pacitan. Ini dapat 

mencakup seseorang, sekelompok orang, peristiwa, 

atau peristiwa sosial yang berguna untuk penelitian. 

4. Teknik Analisis Data  

Analisis data penting untuk penelitian agar penelitian 

berjalan dengan baik dan efektif. Ini juga penting untuk mencegah 

kesalahan selama proses penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan 

Saldana (2014) dalam bukunya Qualitative Data Analysis: A 

Methods Sourcebook (3rd ed.), metode yang digunakan dalam 

analisis data mencakup kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

a) Kondensasi Data 

Kondensasi atau Pemadatan data adalah proses 

memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mengubah data empiris, transkrip wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Pemilihan, 

ringkasan, atau penjelasan dalam bahasa sendiri 

dapat digunakan untuk mengubah data kualitatif. 

Peneliti memilih data, tema, dan pola yang relevan 
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dan menyingkirkan yang tidak relevan. Dalam 

penelitian ini, anggota kepolisian dari Polres 

Kabupaten Pacitan diwawancarai, diamati, dan 

didokumentasikan secara langsung tentang upaya 

mereka untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas 

di Kabupaten Pacitan. 

b) Penyajian Data 

Peneliti kemudian mempresentasikan hasilnya. Data 

yang ditunjukkan telah melalui proses reduksi. Data 

disajikan untuk membantu penulis memahami 

masalah penelitian saat ini dan melanjutkan. 

Presentasi biasanya merupakan kumpulan informasi 

yang telah dipersempit untuk mencapai kesimpulan. 

Ada banyak cara untuk menyajikan data, seperti 

grafik, bagan, dan deskripsi. Setelah mengumpulkan 

data tentang pelaksanaan implementasi kebijakan 

tentang electronic traffic law enforcement (ETLE) 

dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas 

di Kabupaten Pacitan, serta siapa saja stakeholder 

yang terlibat dalam program ini, langkah selanjutnya 

dari peneliti adalah mengkompilasi hasil wawancara, 

catatan observasi, dan dokumentasi yang dibuat dan 

dipresentasikan secara menyeluruh. 

c) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan 

Terakhir, setelah dua tahap pemadatan atau 

kondensasi data dan penyajian data, adalah menarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah proses di 

mana data diteliti dari awal pengumpulan dan disertai 

dengan pembuatan pola, deskripsi, atau penjelasan. 

Kesimpulan adalah bukti dari penelitian. Setelah 

melihat data tentang pelaksanaan implementasi 

kebijakan tentang electronic traffic law enforcement 
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(ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran 

berlalu lintas di Kabupaten Pacitan dan hasilnya, 

peneliti membuat kesimpulan tentang pelaksanaan 

implementasi kebijakan tentang electronic traffic law 

enforcement (ETLE) dalam upaya meningkatkan 

kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan (Miles 

et al., 2014).  

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, jelas bahwa 

analisis data terdiri dari berbagai langkah yang dilakukan. Berikut 

adalah langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian: 

 

Gambar 1. Konsep Teknik Analisis Data 

Sumber: (Miles et al., 2014) 

5. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data adalah upaya untuk meningkatkan 

kepercayaan pada validitas data. Ini dilakukan untuk meningkatkan 

validitas data agar dapat diuji secara optimal (Fauzi et al., 2021). 

Peneliti dalam penelitian ini menguji keabsahan data dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yang berarti perbandingan dan 

verifikasi data yang dikumpulkan, atau validasi data dengan 

menggunakan sesuatu yang berbeda untuk verifikasi atau 

perbandingan dengan data tersebut. Norman K, Denzin (1978) 

mengatakan bahwa triangulasi terdiri dari empat hal: triangulasi 

metode, triangulasi antar penelitian (dalam kasus di mana penelitian 

dilakukan secara berkelompok), triangulasi sumber data, dan 

triangulasi teori.  
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Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

metode, yang berarti membandingkan informasi atau data dengan 

berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan gambaran 

yang kredibel tentang kredibilitas informasi dan gambarannya 

dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Mereka juga dapat menggunakan metode wawancara 

dan observasi atau observasi dan dokumentasi.  

Untuk memastikan bahwa data tidak palsu, peneliti juga 

menggunakan berbagai informan. Oleh karena itu, triangulasi 

dilakukan pada tahap ini jika data atau informasi yang diperoleh dari 

subjek atau informan penelitian diragukan. Namun, jika data peneliti 

jelas, seperti skenario, teks, transkrip, atau dokumen, triangulasi 

tidak diperlukan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum 

1. Gambaran Geografis Kabupaten Pacitan 

Kabupaten Pacitan berada di bagian barat daya Jawa Timur. 

Berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur; Samudera 

Indonesia di sebelah selatan; Kabupaten Wonogiri di sebelah barat; dan 

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri di sebelah utara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Kabupaten Pacitan 

Sumber: Abuzadan (2011) 

Di bawah ini adalah penjelasan tentang batas-batas Kabupaten 

Pacitan, yang ditunjukkan pada gambar di atas: a) Kabupaten Ponorogo dan 

Kabupaten Wonogiri terletak di sebelah utara; b) Samudera Indonesia 

terletak di sebelah selatan; dan c) Kabupaten Wonogiri terletak di sebelah 

barat; (d ) Kabupaten Trenggalek terletak bagian Timur 

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah barat daya Provinsi Jawa 

Timur. Itu berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kabupaten Pacitan 

memiliki luas 1.389,87 km2 dan terletak antara 7°92'-8°29' Lintang Selatan 

dan 110°90'-111°43' Bujur Timur. Ini terdiri dari bukit dan gunung, jurang 
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terjal, dan merupakan bagian dari deretan Pegunungan Seribu yang 

membentang di sepanjang Pulau Jawa.  

Di Pacitan, ada 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. Kabupaten 

Pacitan terdiri dari dua belas kecamatan: Donorojo (109,09 km2), Punung 

(108,81 km2), Pringkuku (132,93 km2), Pacitan (77,11 km2), Kebonagung 

(124,85 km2), Arjosari (117,06 km2), Nawangan (124,85 km2), Bandar 

(117,34 km2), Tegalombo (149,26 km2), Tulakan (161,62 km2), Ngadirojo 

(95,91 km2), dan Sudimoro (71,86 km2). 

Kecamatan Tulakan memiliki luas paling besar, 161,61 km2, dan 

Kecamatan Tegalombo memiliki luas 149,25 km2. Kecamatan Sudimoro 

memiliki luas paling kecil, 71,86 km2. Terdapat lima kecamatan yang 

berada di bawah 50 mdpl (ketinggian dari permukaan laut), yaitu Pacitan, 

Kebonagung, Arjosari, Ngadirojo, dan Sudimoro. Tujuh kecamatan lainnya 

berada di lebih dari 300 mdpl, dengan Kecamatan Bandar yang paling tinggi 

mencapai 946 mdpl. Jarak antara ibu kota kabupaten dan kecamatan adalah 

sebagai berikut: 1. Pacitan ke Kecamatan Donorojo berjarak 35 kilometer, 

dan 2. Pacitan ke Kecamatan Punung berjarak 29 kilometer (BPS Kabupaten 

Pacitan, 2024). 

2. Gambaran Demografi Kabupaten Pacitan 

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah Pacitan. 

Berbicara tentang Pacitan membuat banyak karakter unik terbayang. 

Pacitan memiliki tingkat natalitas yang tinggi, seperti kebanyakan wilayah 

Indonesia. Dengan tingkat kematian yang rendah tetapi tingkat kelahiran 

yang relatif tinggi, beban tanggungan pada usia kerja juga meningkat. 

Namun, beberapa warga Pacitan menjadi perantau di seluruh Indonesia 

karena kurangnya lapangan kerja di kota tersebut. Secara keseluruhan, 

ekonomi sebagian besar masyarakat Pacitan bergantung pada pertanian. 

Meskipun demikian, sektor pertanian tetap menjadi sumber daya ekonomi 

utama, karena kegiatan pertanian dan kondisi alam bergantung pada 

musim. Akibatnya, mereka tidak dapat berfokus pada sektor sepanjang 

tahun. 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan 

Kecamatan Penduduk 
Distribusi Persentase 

Penduduk 

Donorojo 38.100 6.38 

Punung 32.930 5.51 

Pringkuku 37.600 6.29 

Pacitan 78.500 13.14 

Kebonagung 46.910 7.85 

Arjosari 42.120 7.05 

Nawangan 52.560 8.80 

Bandar 45.570 7.63 

Tegalombo 52.700 8.82 

Tulakan 87.170 14.59 

Ngadirojo 48.320 8.09 

Sudimoro 34.920 5.85 

Total 597.390 100.00 

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan (2024) 

Pada tahun 2023, Kecamatan Tulakan merupakan pusat kepadatan 

penduduk Kabupaten Pacitan, dengan 87.170 orang. Pada tahun 2023, 

proyeksi sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten 

Pacitan sebanyak 597,3 ribu orang, peningkatan sebesar 1% dibandingkan 

dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya.  

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

populasi Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 berjumlah 597,39 ribu orang, 

dengan rasio jenis kelamin 100,32 orang per orang. Pada tahun 2023, 

populasi Kabupaten Pacitan mencapai 430 orang per km2. Di Kabupaten 

Pacitan, ada 394.708 orang yang bekerja, dengan 7.207 orang yang 

menganggur terbuka, dengan proporsi terbesar pengangguran terbuka yang 

berpendidikan SMP, yaitu 3.620 orang. Jumlah angkatan kerja berdasarkan 

status pekerjaan utama adalah 95.553 orang, yang merupakan buruh tidak 
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tetap, buruh tidak dibayar, dan 92.736 orang, yang merupakan buruh, 

karyawan, atau pegawai (BPS Kabupaten Pacitan, 2024). 

3. Deskripsi Struktur Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

Tilang elektronik, juga dikenal sebagai ETLE (Electronic Traffic 

Law Enforcement) adalah salah satu sistem tata tertib lalu lintas secara 

digital. Instalasi kamera tilang elektronik ini digunakan untuk 

memaksimalkan pengawasan terkait standar keamanan pengguna jalan 

selama berkendara. Selain mengawasi setiap sudut jalur protokol, ETLE 

juga terkoneksi dengan server di Mabes. Dengan demikian, ETLE dapat 

digunakan untuk mendeteksi secara menyeluruh jenis kendaraan yang 

melanggar aturan lalu lintas, baik kendaraan dalam kota maupun kendaraan 

luar kota (Wiguna et al., 2023).  

Pasal 272 dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi 

menyatakan sebagai berikut: "(1) Untuk mendukung kegiatan penegakan 

pelanggaran di bidang lalu lintas dan transportasi, peralatan elektronik dapat 

digunakan; (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana 

disebutkan dalam paragraf (1) dapat digunakan sebagai bukti di 

pengadilan." (Putra et al., 2025).  

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di 

masyarakat, Satlantas Polres Pacitan melakukan upaya dalam peningkatan 

kualitas dan implementasinya terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009. 

Upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang 

tersebut adalah instalasi kamera ETLE atau tilang elektronik (Mahardika 

Ardani et al., 2024). 

B. Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Tentang Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran 

Berlalu Lintas Di Kabupaten Pacitan  

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat membawa 

perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dengan 

adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, polisi didorong 

untuk mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh perangkat 
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lunak berbasis jaringan, yaitu sistem penerapan hukum lalu lintas 

elektronik (ETLE) atau yang biasa dikenal dengan pelanggaran 

elektronik (Roberto & Yandriza, 2023). 

“Jadi, kalau bicara pelanggaran lalu lintas di lapangan, memang 

masih menjadi masalah yang cukup signifikan. Angka pelanggaran 

masih tinggi, dan jenisnya pun beragam. Mulai dari pelanggaran 

ringan seperti tidak membawa SIM atau STNK, tidak menggunakan 

helm standar, hingga pelanggaran rambu lalu lintas seperti melanggar 

lampu merah atau melawan arus. Pelanggaran ini terjadi di semua 

sektor. Dari segi profesi, pelanggaran dilakukan oleh berbagai 

kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengemudi. Dari segi 

umur, pelanggaran banyak dilakukan oleh remaja dan dewasa muda, 

terutama yang belum memiliki SIM. Sementara dari jenis kendaraan, 

pelanggaran paling banyak terjadi pada sepeda motor, karena 

jumlahnya yang dominan di jalan.” (Wawancara dengan Bapak Aipda 

Anggit Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan 

Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

Pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat di lapangan masih menjadi 

permasalahan yang signifikan, tercermin dari tingginya angka 

pelanggaran yang tercatat. Pelanggaran-pelanggaran ini beragam 

bentuknya, mulai dari pelanggaran ringan seperti surat-surat tidak 

lengkap, tidak menggunakan helm atau spion, hingga pelanggaran 

rambu lalu lintas. Kurangnya disiplin dalam mematuhi peraturan lalu 

lintas ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain 

ketergesaan, kurangnya pemahaman tentang peraturan, dan kurangnya 

pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Pelanggaran yang 

terjadi sebagai berikut: 
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Gambar 3. Jenis-jenis Pelanggaran 

 Sumber: Polres Pacitan (2024)  

Tabel 2. Jenis-jenis Pelanggaran 

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JMLH TL 

JENIS 
GAR 

SURAT-SURAT 26 20 82 54 14 49 48 348 22 30 503 49 1245 

MUATAN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 

KECEPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HELM 25 7 20 27 5 27 34 57 7 29 14 20 272 

SABUK 0 0 12 1 1 1 3 30 2 0 9 1 60 

LIGHT ON 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 9 

PERLENGKAPAN 30 17 60 36 32 72 52 136 33 32 73 78 651 

RAMBU-RAMBU 8 13 58 24 18 37 60 181 18 58 117 42 634 

LAIN-LAIN 0 1 10 0 4 14 0 20 0 0 20 0 69 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

Berdasarkan Gambar 6 dan Tabel 2 menjelaskan bahwa data 

pelanggaran lalu lintas tahun 2024 mencatat beberapa jenis 

pelanggaran, meliputi surat-surat kendaraan (seperti SIM dan 

STNK), penggunaan helm, kelengkapan kendaraan (misalnya spion 

dan lampu), muatan, penggunaan sabuk pengaman, pelanggaran 

rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran batas kecepatan, light on 

(lampu kendaraan yang dinyalakan di siang hari), dan lain-lain. 

Selama periode Januari hingga Juli, frekuensi semua jenis 

pelanggaran umumnya relatif rendah, di bawah 100 kasus per jenis 

pelanggaran. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada bulan-

bulan berikutnya seperti di bulan Agustus, terutama pada 

pelanggaran terkait surat-surat kendaraan yang mencapai 348 kasus, 
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pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sebanyak 181 kasus, dan 

pelanggaran kelengkapan kendaraan sejumlah 136 kasus. Setelah 

lonjakan tersebut, ketiga jenis pelanggaran ini menunjukkan 

penurunan yang sangat drastis pada bulan September. Meskipun 

demikian, pada bulan November, pelanggaran surat-surat kembali 

mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 503 kasus, sementara 

pelanggaran rambu-rambu juga meningkat kembali menjadi 117 

kasus. Fluktuasi yang menarik terjadi pada bulan Desember, di mana 

pelanggaran surat-surat kembali turun secara drastis menjadi hanya 

49 kasus, menandakan adanya dinamika atau intervensi tertentu 

yang memengaruhi tingkat kepatuhan atau penegakan hukum pada 

periode tersebut. Data ini menunjukkan adanya pola yang tidak 

konsisten sepanjang tahun, khususnya pada pelanggaran surat-surat, 

yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebabnya. 

 

Gambar 4. Profesi Pelanggaran 

 Sumber: Polres Pacitan (2024)  

Tabel 3. Profesi Pelanggaran 

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JMLH TL 

PROFESI 

PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PELAJAR 47 25 52 6 2 43 54 61 17 14 82 43 446 

MAHASISWA 14 9 15 5 5 26 20 30 6 5 47 18 200 

SWASTA 26 20 147 119 63 115 103 584 51 120 512 103 1963 

SOPIR 0 0 6 5 4 1 8 55 5 8 41 16 149 

PEDAGANG 1 0 9 4 1 12 9 25 1 1 36 7 106 

TANI 1 5 14 3 0 7 4 19 2 1 21 3 80 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 
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Berdasarkan Gambar 7 dan Tabel 3 menjelaskan bahwa data 

pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pada tahun 2024 

mencatat beberapa kategori, yaitu PNS, sopir, pelajar, pedagang, 

mahasiswa, petani, dan pegawai swasta. Selama periode Januari dan 

Februari, angka pelanggaran relatif rendah, di bawah 50 kasus untuk 

setiap profesi. Memasuki bulan Maret, terjadi peningkatan 

pelanggaran yang cukup signifikan pada dua profesi, yaitu pegawai 

swasta yang melonjak dari 20 kasus menjadi 147 kasus, dan pelajar 

yang naik dari 25 kasus menjadi 52 kasus. Lonjakan paling drastis 

terjadi pada profesi swasta di bulan Agustus dengan 584 kasus 

pelanggaran, kemudian diikuti penurunan tajam di bulan September 

menjadi hanya 51 kasus. Meskipun demikian, profesi swasta 

kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan di bulan 

November dengan 512 kasus, mengindikasikan fluktuasi yang 

cukup tinggi sepanjang tahun pada profesi ini, sementara profesi 

lainnya cenderung stabil di angka yang lebih rendah. Data ini 

menunjukkan bahwa pegawai swasta memberikan kontribusi 

terbesar terhadap fluktuasi angka pelanggaran lalu lintas, khususnya 

pada bulan Maret, Agustus, September, dan November. 

 

Gambar 5. Umur Pelanggaran 

 Sumber: Polres Pacitan (2024)  
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Tabel 4. Umur Pelanggaran 

 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

Berdasarkan Gambar 8 dan Tabel 4 menjelaskan bahwa data 

pelanggaran lalu lintas tahun 2024 berdasarkan kelompok umur 

mencakup enam kategori: 0-15 tahun, 16-21 tahun, 22-30 tahun, 31-

40 tahun, 41-50 tahun, dan 51 tahun ke atas. Selama periode Januari 

hingga Juli, frekuensi pelanggaran untuk semua kelompok umur 

relatif rendah, di bawah 100 kasus. Dari periode tersebut, kelompok 

umur 22-30 tahun secara konsisten mencatatkan jumlah pelanggaran 

tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada bulan 

Agustus, terjadi peningkatan signifikan pada semua kategori umur. 

Kelompok umur 22-30 tahun mencatat lonjakan tertinggi dengan 

(349 kasus), diikuti oleh 16-21 tahun (164 kasus), 31-40 tahun (115 

kasus), 41-50 tahun (87 kasus), 51 tahun ke atas (38 kasus), dan yang 

terendah adalah 0-15 tahun (21 kasus). Setelah lonjakan di bulan 

Agustus, semua kategori umur mengalami penurunan drastis pada 

bulan September. Meskipun demikian, pada bulan November, 

terjadi peningkatan kembali pada angka pelanggaran, meskipun 

tidak setinggi lonjakan yang terjadi pada bulan Agustus. Data ini 

menunjukkan bahwa kelompok umur 22-30 tahun secara konsisten 

memberikan kontribusi terbesar terhadap angka pelanggaran lalu 

lintas sepanjang tahun, terutama pada bulan Agustus dan November, 

di mana terjadi lonjakan yang signifikan. Sementara itu, kelompok 

umur 0-15 tahun menunjukkan angka pelanggaran yang relatif 

rendah dibandingkan kelompok umur lainnya. 

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JMLH TL 

UMUR 

0-15 0 0 5 2 2 0 4 21 3 3 94 4 138 

16-21 29 16 49 48 18 56 47 164 21 48 153 42 691 

22-30 41 22 65 51 29 64 63 349 35 41 186 63 1009 

31-40 13 18 51 33 15 41 45 115 15 20 237 41 644 

41-50 6 3 47 5 7 38 21 87 8 27 48 23 320 

51< 0 0 26 3 4 5 18 38 0 10 21 17 142 
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Gambar 6. Kendaraan Pelanggaran 

 Sumber: Polres Pacitan (2024)  

Tabel 5. Kendaraan Pelanggaran 

 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

Berdasarkan Gambar 9 dan Tabel 5 menjelaskan bahwa data 

pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan pada tahun 2024 

menunjukkan perbedaan signifikan antara berbagai kategori 

kendaraan, yaitu bus, stasion (kemungkinan merujuk pada station 

wagon atau kendaraan keluarga), sepeda motor, truk, jip, pick-up, 

dan sedan. Dari data yang ada, pelanggaran lalu lintas didominasi 

oleh sepeda motor, sementara kategori kendaraan lain seperti bus, 

stasion, truk, jip, dan sedan hampir tidak mencatatkan pelanggaran 

atau berada di angka yang sangat rendah di bawah 50 kasus. Pick-

up juga tercatat melakukan pelanggaran, meskipun dalam jumlah 

yang jauh lebih sedikit dibandingkan sepeda motor. Puncak 

pelanggaran sepeda motor terjadi pada bulan Agustus dengan 719 

kasus, kemudian menurun drastis menjadi 75 kasus pada bulan 

September. Pola serupa terulang pada bulan November, di mana 

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
JMLH 

TL 

JNS 
RAN 

BUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

TRUCK 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 1 1 9 

PICK-UP 1 3 14 4 4 2 8 48 5 4 25 9 127 

STSION 0 1 2 2 0 3 3 3 2 3 13 7 39 

JEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

SEPEDA 

MOTOR 

8

8 

5

5 

22

5 

13

5 

7

1 

19

9 

18

7 

71

9 

7

5 

14

1 

69

8 

17

2 
2765 
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pelanggaran sepeda motor kembali melonjak menjadi 698 kasus, 

lalu turun menjadi 172 kasus di bulan Desember. Perlu dicatat 

bahwa penurunan jumlah pelanggaran dari November ke Desember 

tidak sedrastis penurunan yang terjadi dari Agustus ke September, 

menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas penegakan hukum 

atau faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku pengendara 

sepeda motor pada periode waktu yang berbeda. Data ini secara jelas 

menyoroti bahwa sepeda motor merupakan kontributor utama 

pelanggaran lalu lintas dibandingkan jenis kendaraan lainnya. 

Dalam pelaksanaan penerapan undang-undang lalu lintas 

elektronik, tahap-tahap pertama dilakukan untuk mendukung 

penerapan undang-undang lalu lintas elektronik Polres Pacitan. 

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan tersebut antara lain: 

a. Pembuatan Website Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

 

Gambar 7. ST DAKGAR ELEKTRONIK DAN NON 

ELEKTRONIK 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 
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“Tujuan dari program ETLE Korps Lalu Lintas Polri adalah 

untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dengan cara 

yang lebih canggih dan efisien. Sebagai bagian dari Kepolisian 

Jawa Timur, Kepolisian Resor Pacitan segera menindaklanjuti 

arahan ini dengan menyiapkan infrastruktur dan sistem yang 

diperlukan. Kami membuat situs web khusus yang terhubung ke 

sistem ETLE. Proses pencatatan, verifikasi, dan penindakan data 

pelanggaran difasilitasi oleh situs web ini. Selain itu, website ini 

membantu orang mengecek status tilang mereka secara online.” 

(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator 

ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

dengan adanya instruksi terkait penerapan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik dari Korps Lalu 

Lintas Polri, Polda Jawa Timur, sebagai pemimpin organisasi 

tingkat daerah yang membawahi Polres-polres di Jawa Timur, tak 

terkecuali Polres Pacitan, segera melakukan tindak lanjut terkait 

hal tersebut. Adanya tindak lanjut tersebut adalah dibuatnya 

website yang diperuntukkan untuk mempermudah petugas dalam 

pelaksanaan tilang elektronik tersebut.  

Adanya website tersebut diharapkan mampu mempermudah 

petugas terkait pelaksanaan program tilang elektronik yang 

dijalankan. Dengan demikian, tilang yang sudah tidak lagi 

menggunakan cara konvensional tersebut diharapkan mampu 

menambah efisiensi dalam penindakan pelanggaran tilang dan 

penegakan hukum di Polres Pacitan (Pratama, 2022). 

b. Pelatihan Petugas Satlantas Polres Pacitan dalam penggunaan 

serta pengoperasian kamera dan alat Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) 
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Gambar 8. Pelatihan ETLE Pada Petugas Satlantas 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

“Polres Pacitan memberikan pelatihan kepada petugas lalu 

lintas, baik di kantor maupun di lapangan. Tujuan pelatihan ini 

adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

petugas dalam menggunakan peralatan ETLE, seperti kamera 

dan sistem penginputan data. Pelatihan pertama membahas cara 

menggunakan kamera dan perangkat ETLE. Pelatihan kedua 

membahas bagaimana menginputkan data pelanggar, termasuk 

mengubah pasal pelanggaran sesuai dengan UU Lalu Lintas. 

Terakhir, pelatihan membahas cara mengirimkan data pelanggar 

ke sistem pusat. Kami juga mengajarkan pentingnya kehati-

hatian dan akurasi dalam menangani data pelanggaran.” 

(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator 

ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

dengan kegiatan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, diperoleh informasi bahwasannya Satlantas Polres 

Pacitan mengadakan pelatihan untuk Petugas Lalu Lintas di 

Kepolisian Kabupaten Pacitan yang bekerja di lapangan dan di 

kantor. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan terkait 

penggunaan serta pengoperasian kamera dan alat yang digunakan 

untuk menunjang pelaksanaan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Polres Pacitan. 
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Pelatihan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu 

memberikan penjelasan kepada para petugas agar dapat 

melaksanakan tugas dan menggunakan peralatan dengan tepat 

dan akurat. Pelatihan tersebut berkaitan dengan cara penggunaan 

mulai dari penginputan data pelanggar, penyesuaian pasal 

pelanggaran, sampai dengan pengiriman data pelanggar. Dengan 

adanya kegiatan ini, diharapkan kegiatan penindakan tilang dapat 

terlaksana dengan baik (Nugroho, 2022). 

c. Sosialisasi program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

kepada Masyarakat 

 

Gambar 9. Sosialisasi Program ETLE 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

“Kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pacitan untuk menyebarkan informasi tentang ETLE melalui 

berbagai saluran komunikasi. Komunikasi langsung dilakukan 

secara tatap muka dengan masyarakat, dan komunikasi tidak 

langsung dilakukan melalui media sosial.” (Wawancara dengan 

Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas 

Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi program  Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) kepada masyarakat Kabupaten 

Pacitan. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Pacitan ini 
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adalah dengan dua kategori sosialisasi, yaitu komunikasi 

langsung melalui pertemuan tatap muka dan komunikasi tidak 

langsung melalui media sosial. Sosialisasi ini diharapkan mampu 

menjadi sumber informasi masyarakat terkait pemberlakuan 

sistem tilang elektronik atau  Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) di wilayah hukum Polres Pacitan. 

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penulis, Polres 

Pacitan melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pacitan. Sosialisasi dilakukan oleh 

AKBP Wiwit Ari Wibisono, Kapolres Pacitan yang menjabat 

pada saat itu, dengan durasi sosialisasi selama dua hingga tiga 

bulan lamanya. Selain itu, Kapolres Pacitan yang menjabat pada 

saat itu dan jajarannya, bersama dengan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pacitan secepatnya akan meningkatkan kualitas serta 

kecanggihan kamera yang digunakan. Hal ini diharapkan mampu 

mendukung dalam deteksi pelanggaran yang bersifat otomatis, 

dengan durasi 24 jam terpantau, tanpa adanya satu pun pelanggar 

yang terlewat (Azura & Farida, 2024). 

d. Kegiatan Uji Coba Penggunaan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) 

 

Gambar 10. Uji Coba ETLE menggunakan Mobil 
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Sumber: Polres Pacitan (2024) 

“Uji coba ini berlangsung selama empat belas hari dan 

berfokus pada kemampuan dan akurasi kamera ETLE untuk 

merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Fokus uji coba 

ini adalah pelanggaran seperti berkendara di bawah umur, 

melebihi batas kecepatan, berada di bawah pengaruh alkohol, 

bermain gawai saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI 

untuk pengendara motor, dan tidak menggunakan safety belt 

untuk pengendara mobil.” (Wawancara dengan Bapak Bripda 

Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan 

Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

dengan adanya  Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau 

tilang elektronik, maka tilang dengan cara konvensional telah 

dihapus. Akan tetapi, Satlantas Polres Pacitan tidak langsung 

melakukan tindakan tilang menggunakan cara baru. Satlantas 

Polres Pacitan memberlakukan Uji Coba Penggunaan Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap masyarakat 

Kabupaten Pacitan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman petugas  Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Pacitan terkait 

adanya tilang dengan metode yang baru ini.  

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis, uji 

coba pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 

Kabupaten Pacitan ini berjalan selama 14 hari. Kegiatan uji coba 

ini menyasar pengendara motor dengan kriteria di antaranya: di 

bawah umur, melebihi batas kecepatan, di bawah pengaruh 

alkohol, bermain gawai ketika berkendara, tidak menggunakan 

helm SNI untuk pengendara motor, tidak menggunakan safety 

belt untuk pengendara mobil, dan berboncengan lebih dari satu 

orang, serta pengendara yang melawan arus (Polres Pacitan, 

2024).  
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e. Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau 

Tilang Elektronik terhadap masyarakat Kabupaten Pacitan 

Gambar 11. Hasil Rekaman Pelaksanaan ETLE 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

“Cara kerjanya adalah dengan merekam pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara melalui kamera 

CCTV yang dipasang di lokasi yang strategis. Data yang dikirim 

ke sistem dan diidentifikasi setelah kamera ETLE merekam 

pelanggaran. Petugas kemudian akan memverifikasi dan 

memverifikasi data. Surat tilang elektronik akan diterbitkan dan 

dikirim ke alamat pemilik kendaraan yang terdaftar jika terbukti 

melanggar. Kamera ETLE dapat mendeteksi berbagai jenis 

pelanggaran, termasuk melanggar rambu lalu lintas, tidak 

menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat 

berkendara, melampaui batas kecepatan, dan melanggar marka 

jalan. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi 

peraturan lalu lintas setiap saat. Tujuan dari ETLE ini adalah 

untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas 

untuk keselamatan bersama.” (Wawancara dengan Bapak 

Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres 

Pacitan Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

setelah kegiatan uji coba, Polres Pacitan melaksanakan 

implementasi atau penerapan Electronic Traffic Law 
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Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik terhadap masyarakat 

Kabupaten Pacitan. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak 

Polres Pacitan, implementasi Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) atau Tilang Elektronik ini merupakan upaya penegakan 

hukum berlalu lintas di jalan raya dengan menggunakan teknologi 

dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran hukum berlalu lintas (Polres Pacitan, 2024).  

2. Upaya yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Masyarakat di 

Kabupaten Pacitan 

Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan, sekaligus untuk 

meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di masyarakat, Satlantas 

Polres Pacitan melakukan berbagai macam upaya. Upaya dilakukan 

dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Polres Pacitan, 

diantaranya pelaksanaan kegiatan kesadaran masyarakat dan penegakan 

hukum dengan tujuan mencapai sistem lalu lintas di Kabupaten Pacitan.  

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan atau implementasi 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik di 

Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Upaya-

upaya tersebut di antaranya: 

a. Peningkatan kualitas Website Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE)  

“Kami melakukan penelitian dan berbicara dengan banyak 

orang, termasuk polisi dan masyarakat. Selain itu, kami menguji 

website ini secara berkala untuk memastikan bahwa itu berfungsi 

dengan baik dan aman. Kami juga akan terus 

mengembangkannya untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat 

bagi masyarakat, menambahkan fitur baru yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Hasil pengujian dan komentar pengguna 

memandu kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. 

Kami juga terus memeriksa kinerja website dan melakukan 
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optimasi jika diperlukan.” (Wawancara dengan Bapak Bripda 

Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan 

Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

dalam pembuatan website diperlukan beberapa kali percobaan 

atau trial and error supaya dapat mengetahui kekurangan website 

yang dibuat. Apabila terdapat error pada saat pengembangan 

website, maka perlu dilakukan perbaikan sebagai upaya 

peningkatan atau upgrade pada website yang telah dibuat agar 

lebih maksimal (Gunawan, 2024).  

Perbaikan maupun upgrade pada website yang telah dibuat 

ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan 

pelaksanaan atau implementasi Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE). Dengan adanya upaya seperti perbaikan 

website berikut, tentu saja akan menambah efektivitas dan 

memperlancar dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan. 

b. Menempatkan petugas di titik-titik di mana pelanggaran lalu 

lintas sering terjadi. 

“Petugas Satlantas ditempatkan di lokasi yang dianggap 

rawan pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan untuk mencegah 

masyarakat dari melakukan pelanggaran. Petugas Satlantas 

menindak pelaku pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh 

kamera ETLE. Mereka kemudian mengirimkan surat tilang 

kepada pelaku dan memproses pelanggaran tersebut sesuai 

dengan hukum.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri 

Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 

November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten 

Pacitan, Satlantas Polres Pacitan melibatkan Petugas Satuan Lalu 
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Lintas Polres Pacitan. Keterlibatan Petugas tersebut diharapkan 

mampu mendukung pelaksanaan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan, sehingga lebih 

terarah dan tepat sasaran. Petugas yang terlibat ditempatkan pada 

titik yang dianggap rawan terjadi pelanggaran lalu lintas (Suttri, 

2024). 

c. Melakukan kampanye kesadaran langsung untuk pengguna jalan. 

“Kami tidak hanya berbagi informasi melalui media sosial, 

tetapi kami juga memberikan penyuluhan langsung kepada 

pengguna jalan. Petugas jalan raya akan memberikan penjelasan 

singkat tentang ETLE kepada pengendara, terutama mereka yang 

tampaknya melanggar peraturan. Misalnya, mengingatkan 

pengendara untuk menggunakan helm standar atau menghindari 

penggunaan ponsel saat berkendara.” (Wawancara dengan 

Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas 

Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

penyuluhan langsung kepada pengguna jalan dilakukan oleh 

petugas lalu lintas di Departemen Lalu Lintas Kepolisian Pacitan 

yang sedang bertugas di jalan raya. Selain itu, pada saat 

dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, Kapolres Pacitan 

yang sedang menjabat pada saat itu, AKBP Wiwit Ari Wibisono 

membuat video berdurasi pendek terkait Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik yang diberlakukan di 

Pacitan. Kemudian, video tersebut akan dibagikan ke sejumlah 

kanal Rukun Tetangga (RT) melalui Bhabinkamtibmas (Azura & 

Farida, 2024).  
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d. Pemberlakuan tilang secara manual atau tilang konvensional 

Gambar 12. Pelaksanaan Tilang Manual 

Sumber: Polres Pacitan (2024) 

“Betul, di Pacitan kita sudah menerapkan ETLE. Namun, 

tilang manual masih kita lakukan karena beberapa alasan. 

Pertama, tidak semua pelanggaran lalu lintas dapat ter-cover 

oleh kamera ETLE. Ada beberapa pelanggaran yang mungkin 

tidak terekam atau sulit diidentifikasi oleh sistem ETLE. 

Contohnya adalah pelanggaran yang sifatnya situasional, seperti 

ketika ada kendaraan mogok di tengah jalan atau ada kendaraan 

yang parkir di tempat yang tidak seharusnya tapi tidak terdeteksi 

oleh kamera ETLE. Dalam kasus seperti ini, petugas di lapangan 

yang akan melakukan penindakan secara manual. Kami 

menyadari bahwa masih ada beberapa kendala dalam 

penyelesaian tilang elektronik, baik dari sisi pengguna maupun 

dari sisi kami sebagai penyelenggara. Tilang manual bisa 
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menjadi solusi sementara untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut. kami terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan 

jangkauan ETLE. Kami juga terus melakukan sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat mengenai ETLE. Namun, untuk saat 

ini, tilang manual masih diperlukan untuk melengkapi sistem 

ETLE yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit 

Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan 

Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

untuk mendukung upaya pelaksanaan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan, Satlantas Polres 

Pacitan tetap memberlakukan Tilang Konvensional. 

Pemberlakuan Tilang Konvensional ini juga diperuntukkan 

Untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan pelanggaran 

elektronik yang mungkin masih dianggap rumit bagi pengguna 

dan regulator (Sarmo, 2022). 

e. Menggunakan sistem penginputan data secara manual 

“Ketika petugas menemukan kendaraan dengan plat nomor 

yang tidak terdaftar di wilayah Jawa Timur, mereka akan 

meminta pengemudi untuk menunjukkan STNK dan SIM. Data 

dari STNK dan SIM tersebut kemudian dimasukkan secara 

manual ke dalam sistem. Kami menggunakan sistem input data 

manual karena kami ingin memastikan bahwa data yang 

dimasukkan akurat dan valid. Selain itu, dengan meminta 

pengemudi menunjukkan STNK dan SIM, kami juga dapat 

memverifikasi identitas pengemudi di kendaraan tersebut.” 

(Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit Baskara Hendra 

Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 

November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

Departemen Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Pacitan 

menggunakan sistem input data manual untuk menangani plat 
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nomor kendaraan yang tidak terdaftar di wilayah hukum 

Kepolisian Jawa Timur. Proses penginputan data secara manual 

ini melibatkan meminta pelanggar untuk menunjukkan bukti 

kepemilikan kendaraan, seperti STNK dan surat bukti tanda 

sebagai pengemudi yang sah atau SIM. Ini dilakukan untuk 

mencegah pelanggar yang ternyata juga terlibat dalam tindakan 

pidana lainnya, seperti pencurian kendaraan (Wulandari, 2020).  

3. Kendala Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam Pelaksanaan 

Mobile Electronic Traffic Law Enforcement Bagi Masyarakat 

Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan 

Di samping upaya-upaya yang dilakukan di atas, dalam 

pelaksanaan atau implementasi Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE) di Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa kendala yang 

menghambat lancarnya kegiatan. Sebagai pengguna sekaligus juga 

merupakan pelaksana Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 

Kabupaten Pacitan, Satlantas Polres Pacitan tentunya mendapatkan 

beberapa kendala. Kendala-kendala yang dialami oleh Satlantas Polres 

Pacitan antara lain: 

a. Terjadi kesalahan atau gangguan dalam data 

“Website yang mengalami kesalahan, tidak dapat diakses, 

atau sulit dibuka adalah beberapa masalah yang sering kami 

hadapi. Hal ini biasanya terjadi saat proses perbaikan atau 

perbaikan sistem sedang berlangsung. Selain itu, terkadang ada 

kendala pada server yang menghambat proses data yang cepat.” 

(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator 

ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

data memainkan peran penting dalam pelaksanaan sistem 

penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE), karena 

merupakan sumber utama yang menentukan kelancaran atau 

hambatan dalam penerapan pelanggaran elektronik. Berdasarkan 

observasi peneliti, permasalahan yang sering muncul terkait hal 
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ini adalah website yang mengalami error, tidak dapat diakses, 

atau sulit dibuka, yang biasanya disebabkan oleh proses 

peningkatan sistem pada website tersebut (Safitri et al., 2023). 

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia 

“Jumlah petugas saat ini tidak mencukupi untuk mengawasi 

seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, terutama dalam hal 

pelanggaran elektronik. Jumlah petugas yang terbatas 

menghalangi kami untuk melakukan pengawasan yang efektif, 

yang mengakibatkan banyak pelanggaran yang tidak terpantau 

dan tidak tertindak.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu 

Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan 

Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

sumber daya manusia, dalam hal ini adalah petugas atau anggota 

Dinas Lalu Lintas di Kepolisian Kabupaten Pacitan, adalah faktor 

penentu dalam keberhasilan kegiatan ini. Jumlah individu atau 

petugas yang ada di Dinas Lalu Lintas di Kepolisian Kabupaten 

Pacitan masih belum cukup. Dengan terbatasnya sumber daya 

manusia yang tersedia, hal ini mengakibatkan kekurangan dalam 

pengawasan petugas yang ada di lapangan. 

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ternyata 

hal ini menjadi hambatan pada akhirnya, sehingga menjadikannya 

sebagai hambatan yang berdampak besar. Dengan adanya jumlah 

individu yang cukup, tentu saja pelanggaran elektronik dapat 

dilaksanakan dengan baik dalam lingkup hukum kepolisian 

Pacitan. 

c. Kesadaran tentang penerapan hukum lalu lintas elektronik 

(ETLE) yang belum tersebar secara merata di Kabupaten Pacitan 

“Tingkat kesadaran masyarakat tentang ETLE di Pacitan, 

menurut saya, masih sangat rendah. Banyak orang tidak tahu 

bahwa sistem ini sudah digunakan, apalagi bagaimana itu 

bekerja dan apa yang terjadi jika pelanggaran terjadi.” 
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(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator 

ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

kesadaran memainkan peran penting dalam menyebarkan 

informasi di antara masyarakat. Penyampaian informasi secara 

luas dan jelas akan membantu masyarakat memahami kebijakan 

dengan lebih mudah. Namun, kurangnya kesadaran merupakan 

salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem penerapan hukum 

lalu lintas elektronik (ETLE) di Kabupaten Pacitan. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, banyak orang belum 

mengetahui bahwa pelanggaran elektronik menggunakan ponsel 

pintar telah diterapkan oleh Polisi Kabupaten Batitan. Hal ini 

terlihat dari tidak adanya papan tanda atau media lainnya yang 

dipasang di jalan sebagai pemberitahuan di wilayah yurisdiksi 

Polisi Kabupaten Pacitan. 

d. Prosedur penyelesaian pelanggaran elektronik yang masih 

dianggap rumit. 

“Kami mengetahui adanya keluhan. Sebenarnya, prosedur 

saat ini memerlukan beberapa perbaikan untuk menjadikannya 

lebih sederhana dan efektif bagi masyarakat. Masyarakat 

mengeluh tentang lamanya waktu pengiriman surat konfirmasi 

dan proses pembayaran denda. Ada waktu ketika surat 

konfirmasi tidak sampai tepat waktu, atau masyarakat 

menghadapi kesulitan menemukan cara pembayaran denda.” 

(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator 

ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 

banyak masyarakat dan pengguna jalan merasa bahwa prosedur 

penyelesaian tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) masih tergolong rumit. Prosesnya 

melibatkan beberapa tahapan berikut: 

- Pengambilan Bukti Pelanggaran 
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- Validasi Back Office 

- Pengiriman Surat Konfirmasi 

- Konfirmasi Pemilik Kendaraan 

- Pembayaran Denda 

Lamanya proses, terutama dalam pengiriman surat, 

konfirmasi pelanggaran, dan pembayaran denda, dianggap 

menyulitkan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan 

masyarakat (Manso et al., 2022). 

e. Plat atau Nomor Polisi Kendaraan dari luar Provinsi Jawa Timur 

“Kami mengalami kesulitan dalam memverifikasi kendaraan 

yang berasal dari luar Jawa Timur. Ini merupakan tantangan 

yang signifikan bagi proses penegakan hukum karena kami tidak 

dapat memastikan apakah kendaraan tersebut benar-benar milik 

pelanggar.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri 

Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 

November 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut 

menjelaskan bahwa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) 

hanya dapat menginput data kendaraan dengan plat nomor yang 

terdaftar di wilayah Polda Jawa Timur. Hal ini menjadi kendala 

dalam proses verifikasi kendaraan, terutama untuk memastikan 

apakah kendaraan tersebut benar-benar milik pelanggar. 

Selain itu, ada hambatan lain, yaitu metode pembayaran 

pelanggaran elektronik masih terbatas pada satu bank, yaitu Bank 

BRI. Pembatasan ini membuat segalanya sulit bagi masyarakat, 

terutama di wilayah Kabupaten Pacitan, karena distribusi Bank 

BRI yang belum merata di daerah tersebut. Kendala-kendala ini 

menunjukkan perlunya peningkatan sistem dan fleksibilitas 

dalam pelaksanaan ETLE guna mempermudah masyarakat 

(Venardi & Pambudi, 2024). 
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Gambar 13. Konsep Implementasi ETLE dalam 

Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Untuk menerapkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di 

Kabupaten Pacitan, Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

ETLE atau Penegakan Hukum Berlalu Lintas Elektronik dilaksanakan 

dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini termasuk membangun situs 

web untuk Penegakan Hukum Berlalu Lintas Elektronik, memberikan 

pelatihan kepada petugas Satlantas Polres Pacitan tentang cara 

menggunakan sistem tersebut, menyebarkan informasi tentang penegakan 

Hukum Berlalu Lintas Elektronik kepada masyarakat, dan melakukan uji 

coba system. 

Untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan lalu lintas 

masyarakat di Kabupaten Pacitan, Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan 

menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah pelaksanaan ETLE, 

juga dikenal sebagai Tilang Elektronik. Diantaranya adalah sosialisasi yang 

tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan-kesalahan data, 

dan adanya kendaraan dengan plat nomor yang berasal dari luar Provinsi 

Jawa Timur. 

Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan berusaha meningkatkan kesadaran 

hukum pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pacitan dengan meningkatkan 

kualitas website ETLE, menempatkan petugas di tempat-tempat yang rawan 

pelanggaran lalu lintas, mengadakan sosialisasi kepada pengguna jalan, dan 

menggunakan sistem input data manual.  

B. Saran 

Studi menunjukkan bahwa penerapan sistem ETLE oleh Satlantas 

Polres Kabupaten Pacitan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan 

mengurangi pelanggaran lalu lintas. Namun, untuk meningkatkan sistem ini, 

beberapa kelemahan perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan utama dari 

ETLE adalah jumlah kamera yang hanya terdiri dari dua perangkat. 

Kurangnya cakupan pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran yang 



 

46 
 

tidak terekam. Kelemahan ini dapat diperbaiki dengan menambah jumlah 

kamera ETLE dan memasangkannya di lokasi strategis yang rawan 

pelanggaran, seperti persimpangan ramai, area sekolah, dan jalur utama. 

Selain itu, kualitas kamera harus ditingkatkan untuk merekam pelanggaran 

dengan lebih akurat, termasuk di malam hari atau cuaca buruk. Selain itu, 

disarankan agar sistem pembayaran denda ETLE diintegrasikan dengan 

beberapa bank—juga dikenal sebagai multibank—sehingga masyarakat 

dapat lebih mudah membayar denda tilang. Saat ini, pembayaran hanya 

dapat dilakukan melalui satu bank, yang seringkali menyulitkan 

masyarakat. Dengan adanya opsi pembayaran multi-bank, diharapkan 

kepatuhan masyarakat dalam membayar denda akan meningkat. 

Meningkatkan keandalan sistem, kecepatan akses, dan antarmuka pengguna 

ETLE juga dapat dilakukan. Selain itu, masyarakat harus lebih mengenal 

ETLE dan manfaatnya, terutama melalui media sosial dan kolaborasi 

dengan tokoh masyarakat.  

Untuk penelitian selanjutnya, harus dilakukan tentang seberapa 

efektif penambahan kamera ETLE dan bagaimana hal itu berdampak pada 

penurunan jumlah pelanggaran. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan 

pada pengembangan sistem ETLE yang lebih canggih, seperti penggunaan 

AI untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan real-time. Dengan 

menyempurnakan sistem ETLE dan mengatasi masalah yang ada, 

penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Pacitan diharapkan lebih efisien. 

Ini akan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi seluruh 

pengguna jalan. 
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